BUPATI KARANGANY AR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 119 TAHUN 2017
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah vang sesuai dengan perkembangan maka perlu
disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam hurufl a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Reuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); -

-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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11.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1entang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567Y);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), scbagaimana telan diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan Daerah [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4397);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 twentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indoncesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah  diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Badan Keuangan Daerah yang disingkat BKD disebut
adalah  Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah vang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daecrah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Badan yang mempunyal
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya. '
Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik dacrah.

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan vang terdiri
atas | (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan  peraturan Perundang-undangan  wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian,  pengikhtisaran  transaksi,  dan
kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya,
serta penvajian laporan.

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelengarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Standar Akuntansi Pemerintahan vang  seclanjuinya
disingkal SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi vang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnva
disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik vang dipilih
dalam penyusunan dan penyajian laporan kecuangan
vang dibangun atas dasar Kerangka Konseptual.



16, Bagan Akun Standar vang selanjutnya disingkat BAS
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(4)

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagal
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah
prinsip-prinsip vang mendasari penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  dan
merupakan rujukan penting bagi Komile Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu
masalah vang belum diatur secara jelas dalam
Pernvataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bendahara Umum Daerah vang selanjutnva disingkal
BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

kas Daerah adalah Kas Daerah  Kabupaten
Karanganvar.

BAB 11
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah menerapkan
SAP Berbasis Akrual.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas
kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan
Akuntansi akun.
Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) memual penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan vang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
a. pemilihan  metode akuntans: atas kebijakan
Akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi
dalam SAP.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.



BAB 1l
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Pemerintah Dacrah sebagai Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Tahunan yang setidak-tidaknya terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah
Dacrah;

c. neraca Pemerintah Dacrah;

d. laporan operasional Pemerintah Daerah;

e. laporan arus kas Pemerintah Daerah;

[. laporan perubahan ekuitas Pemerintah Daerah; dan
g. catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
SKPD sebagai Entitas Akuntansi wajib menyusun
Laporan Keuangan Tahunan yang setidak-tidaknya
terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran SKPD;

b. laporan operasional SKPD;

c. laporan perubahan ekuitas SKPD;

d. neraca SKPD; dan

¢. calatan atas laporan keuangan SKPD.

(3] Dalam  rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan Dacrah, BUD wajib menyusun Laporan
Keuangan PPKD yang setidak-tidaknya terdiri dari

laporan realisasi anggaran PPKD;

laporan operasional PPKD;

neraca PPKD;

laporan arus kas ;

laporan perubahan ekuitas PPKD, dan

catatan atas laporan keuangan PPKD.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Karanganvar Nomor 89 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Rabupaten Karanganvar Tahun 2016 Nomor 8Y), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dindangkan di Karanganvar

pada tanggal 12 Desember 2017

Ditetapkan di Karanganvar
pada tanggal 12 Desember 2017
BUPAT] KARANGANYAR,

ttc
JULIYATMONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttel
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 114

Salinan sesuail dengan aslinva
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagiap Hukum
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